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Mengingat

KEMEN-ATR/BPN. Peralihan Hak atas Tanah.
Pengampunan Pajak.

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2017
TENTANG

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH

DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan
Pajak maka demi kepastian hukum, peningkatan
pelayanan pertanahan, serta dukungan keberhasilan
program pengampunan pajak, diperlukan pengaturan
tentang pendaftaran peralihan hak atas tanah obyek
pengampunan pajak dimaksud,;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional tentang Pendaftaran Peralihan Hak

atas Tanah dalam Rangka Pengampunan Pajak;

Undang-Undang Nomor S Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran
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10.

Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pengampunan Pajak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 131, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5899);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang
Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai
atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3643);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3696);

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang
Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan
Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun
1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah;

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar
Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan;

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 694);
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11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2017
tentang Standar Pelayanan Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 431);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA
BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PENDAFTARAN
PERALIHAN HAK ATAS TANAH DALAM RANGKA
PENGAMPUNAN PAJAK.

Pasal 1

Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, maka:

a. tanah beserta bangunan yang berkaitan dengan tanah
milik Wajib Pajak yang masih terdaftar atas nama orang
lain, atau yang selanjutnya disebut Nominee, harus
dialihkan menjadi atas nama Wajib Pajak;

b. pengalihan hak sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dilakukan melalui penandatanganan Surat Pernyataan
oleh kedua belah pihak, yaitu Nominee dan Wajib Pajak, di
hadapan Notaris yang menyatakan bahwa tanah berserta
bangunan dimaksud adalah benar milik Wajib Pajak;

c. pengalihan hak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b dibebaskan dari pengenaan Pajak Penghasilan
(PPh) bagi Nominee;

d. sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Wajib
Pajak dikenakan kewajiban membayar Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang dihitung
berdasarkan NJOP tahun berjalan atas tanah dan
bangunan tersebut, sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.



